
BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR　68　TAHUN　2O22

TE NTAN G

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI

NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan di bidang

kepegawaian yang efektif dan efisien melalui pengelolaan

Pemerintahan yang baik diperlukan percepatan proses

PenetaPan dan penandatanganan naskah dinas bidang

kepegawaian ;

b・ bahwa berdasarkan ketentuan pasa1 47 ayat ( 1〉 Peraturan

Menteri Da]am Negeri Nomor 54 Tahun 2OO9 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah Daerah,

ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan

naskah dinas diatur dalam peraturan bupati/walikota;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b’Perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang pelimpahan Wewenang Untuk

Menetapkan dan Menandatangani Naskah Dinas Bidang

Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub肱

Indonesia Tahun 1945;
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2"　Undang-Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah葛daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3・ Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2Oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2011 Nomor　82,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang葛

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 68O l) ;

4. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun　2O14

Nomor　244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor　5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali’terakhir dengan Undang-Undang Nomor l

Tahun　2022　tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemehntahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2O22　Nomor　4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

5. Peraturan Menteh Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15　Nomor 2O36〉

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
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2015　tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Behta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG

UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI NASKAH

DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemehntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng・

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Naskah Dinas adalah infomasi tertulis sebagai alat komunikasi

kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh p句abat yang

berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau

Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau

PQjabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung

JaWab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada

Penerima Delegasi.

6. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau

P匂abat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau

Pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung

JaWab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi Mandat.

7・ Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau

PQjabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk

mengambil kepu tu san dan / atau tin dakan dalam

Penyelenggaraan pemehntahan.
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BABII

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT

Pas粗2

Pelimpahan Wewenang untuk menetapkan dan menandatangani

Naskah Dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah

Daerah diperoleh melalui:

a. pendelegasian Wewenang; dan

b. pembehan Mandat.

Pasa13

(1) Bupati mendelegasikan Wewenang kepada pQjabat di

lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Naskah

Dinas bidang kepegawaian.

(2) Pendelegasian Wewenang kepada pQjabat di lingkungan

Pemehntah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa1 4

(1) Bupati memberikan Mandat kepada p匂abat di lingkungan

Pemerintah Daerah untuk dan atas nama Bupati

menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian.

(2) Penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

mendapat nota persetujuan Bupati.

(3〉 Dalam hal Naskah Dinas bersぬt kolektif, Bupati dapat

memberikan Mandat kepada p匂abat yang ditunjuk untuk

membuat petikan Naskah Dinas.

(4) Pembehan Mandat kepada pejabat di lingkungan Pemerintah

Daerah, Sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam

Lamplran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(5) Fomat petikan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran IⅡ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1) P匂abat yang menerima Delegasi Wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (1) tidak dapat mendelegasikan

Wewenangnya lebih lanjut kepada pQjabat lain.

(2) Dalam hal pejabat yang menerima Delegasi Wewenang

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayγat (1) berhalangan,

maka Delegasi tersebut dikembalikan kepada Bupati.

Pasa1 6

Dalam hal pQjabat yang menerima Mandat sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 4　ayat (1) berhalangan, maka Mandat tersebut

dikembalikan kepada Bupati.

Pasa17

Penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian oleh pQjabat

Pelaksana hahan dan pQjabat pelaksana tugas dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2O22 tentang Mutasi dan

Penugasan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5);

b・ Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2O22 tentang Manajemen

Talenta Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2022 Nomor 14);

C. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pola Karier

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 18);

d・ Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor

19);
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e. Peraturan Bupati Nomor　39　Tahun　2O22　tentang

Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2O22 Nomor 39);

dinyatakan tetap berlaku sepaI可ang tidak bertentangan dengan

Peraturan Bupati ini.

Pasa1 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se也ap orang mengetahuinya’memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupa缶ini dengan penempatannya dalam Behta Daerah

Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singar劉a

padatan徳al∴

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

BERITA DAERAH KEBUPATEN BULELENG TA I NOMOR
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK

MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI

NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI

NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

N0. �PEJABATYANG MENERIMA PENDELEGASIAN � �NASKAHDINAS 

1 �2 � �3 

l. �SekretarisDaerah �1. �Pemberian　CutiTahunan,CutiSakit,Cuti 

Melahirkandan　CutiKarenaAlasan　Penting 

kepadaPejabatStrukturalEselonIIdanCamat 

dilingkunganPemerintahDaerah 

2. �PembehanCutiBesarkepadaPegawaiNegeri 

SipilGoIonganIV/bsampaidenganGoIongan 

IV/edilingkunganPemerintahDaerah 

3. �PemberianGajiBerkalabagiPQjabatStruktural 

EselonIIdanCamatdilingkung埠nPemerintah 

Daerah 

4. �PemberhentiandanPembebasanSementaradari 

jabatan　bagiPegawa王　NegeriSipilyang 

mendudukijabatanAdministratordanjabatan 

Fungsionalyang」e叫angnya　Setingkat　di 

1ingkunganPemerintahDaerah. 

2. �AsistenAdministrasi �L �Pembehan　CutiTahunan,CutiSakit,Cuti 

Umumpada ��Melahirkandan　CutiKarenaAlasan　Penting 

SekretariatDaerah ��kepada　PegawaiAparatur　SipilNegara　di 

lingkunganSekretariatDaerah 

2. �Pembehan　G勾iBerkalabagiPegawaiNegeh 

SipildilingkunganSekretariatDaerah 
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3. �KepalaBadan �1. �PenetapanKecelakaanKe重jauntukPerawatan 

Kepegawaiandan ��BagiAparatur　SipilNegara　dilingkungan 

Pengembangan SumberDaya Manusia ��PemerintahDaerah 

2. �Data　Perorangan　Calon　Penehma　Pensiun 

(DPCP)PegawaiNegeriSipil 

3. �Keputusan　Penirtjauan　Masa　KeIja　Pegawai 

NegeriSipildilingkunganPemerintahDaerah 

4. �PembehanCutiBesarkepadaPegawaiNegeri 

SipilGoIonganI/a　sampaidengan　GoIongan 

IV/adilingkunganPemerintahDaerah 

5 �Keputusan　Pemberhentian　Sementara　bagi 

PegawaiNegehSipilyangmendudukijabatan 

Pengawas　dan　jabatan　Fungsional　yang 

」erUangnyaSetingkatdenganitukebawahdi 

LingkunganPemerintahKabupatenBuleleng 

4. �KepalaPerangkat �1. �Pembehan　CutiTahunan,CutiSakit,Cuti 

Daerah ��Melahirkan　dan　CutiKarena　Alasan　Penting 

kepadaPegawaiAparaturSipilNegara 

2. �Pemberian　G萄iBerkala　bagiPegawaiNegeri 

SipildilingkunganPerangkatDaerahmasing- 

masing 

3. �KeputusanPenetapanPenyesuaianG萄iPokok 

PegawaiNegeriSipildilingkunganPerangkat 

Daerahmasing-maSing 

KETUT LIHADNYANA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR　6きTAHUN　2O22

TE NTANG

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK

MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI

NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMBERIAN MANDAT UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI

NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

NO. �PEJABATYANG MENERIMA MANDAT � �NASKAHDINAS 

1 �2 � �3 

1. �SekretarisDaerah �1. �Persetujuan　Pemindahan　PegawaiNegeriSipil 

Daerah　dari/ke　Kabupaten/Kota,　Provinsi, 

Kementerian/Lembaga. 

2. �KeputusanTugasBeledarbagiPegawaiNegeriSipil 

DaerahyangmelanjutkanPendidikanpadasemua 

JenJangPendidikan. 

3. �Pengangkatan,Pemindahan　dan　Pemberhentian 

PegawaiNegeriSipildalam　atau　darijabatan 

Administrator　dan　jabatan　Fungsionalyang 

Je叫angnya　Setingkat　dilingkungan　Pemerintah 

Daerah. 

4. �KeputusanMasaPersiapanPensiunPegawaiNegeri 

SipilbagijabatanFungsionalyangJenJangnyaAhli 

MadyadilingkunganPemerintahDaerah. 

5. �Keputusan　Pensiun　Batas　Usia,　Pensiun 

Janda/Duda/Anak　dan　Pensiun　Atas　Permintaan 

SendiriPegawaiNegeriSipilbagijabatanFungsional 

yangJenJangnya　AhliMadya　dilingkungan 

PemerintahDaerah. 

2. �KepalaBadan �1. �KeputusanKenaikanPangkatPegawaiNegehSipil 

Kepegawaiandan ��GoIonganI/a　sampaidengan　GoIonganIII/d　di 

Pengembangan SumberDaya Manusia ��lingkunganPemerintahDaerah. 

2. �SuratTandaLulusUjianPenyesuaian面識ahdan 

UjianDinasbagiPegawaiNegeriSipildilingkungan 
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PemerintahDaerah. 

3. �Keputusan　　　Pengangkatan,　　　Pemindahan 

Pemberhentian,dan　Pemberhentian　Sementara 

PegawaiNegeh　Sipildalam　dan　dariJabatan 

PengawasdanJabatanFungsionalyang」e叩angnya 

Setingkat　denganitu　dilingkungan　Pemerintah 

KabupatenBuleleng 

4. �Penetapan　Pemindahan　PegawaiNegeri　Sipil 

Setingkat　Pelaksana　antar　Perangkat　Daerah　di 

lingkunganPemerintahDaerah. 

5. �KeputusanMasaPersiapanPensiunPegawaiNegeri 

SipilbagiP匂abatAdministrator,P匂abatPengawas, 

PelaksanadanjabatanfungsionalyangJe刊angnya 

PalingtinggiAhliMudadilingkunganPemehntah 
Daerah. 

6. �Keputusan　　Pensiun　　Batas　　Usia,　Pensiun 

Janda/Duda/Anak　dan　Pensiun　Atas　Permintaan 

Sendiri　Pegawai　Negeri　Sipil　bagi　P匂abat 

Administrator,PQjabat　Pengawas,Pelaksana　dan 

jabatanfungsionalyangJe叩angnyaPaling血ggiAhli 

MudadilingkunganPemerintahDaerah. 

KETUT LIHADNYANA
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR　68　TAHUN2r)22

TE NTANG

PELIMPAHAN WEWENANG UNTU K

MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI

NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PETIKAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

KOP BURUNG GARUDA

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR …..…...….….…

TENTANG

Menimbang : ..…….

Mengingat　: 1‥….....……

2. .….…….…

3. ..…..…..…

4……‥,.……

5. dst.

Memperhatika: ,.…….…..….….…

Menetapkan :

PE RTAMA

KEDUA

M EMUTU SKAN

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini / ……….:

1. Nama

2・ Tempat dan Tanggal Lahir　∴…….……

3. N工P

4. Pendidikan

5・ Pangkat/Gol. Ruang

6. Jabatan

7. UnitKe寄a

8. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal.... ….…………

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan sesua王dengan aslinya

a.n. Bupati Buleleng

Pangkat/Gol. Ruang

NIP,
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

KETUT LIHADNYANA

1
　
2
　
3
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